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KEPALA DESA

RANCANGAN PERATURAN DESA KARANGBAWANG
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KARANGBAWANG,

Menimbang . a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49, Ayat
(4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020
tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengesahan Dokumen
RKP Desa dilakukan dengan penandatangan Peraturan
Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua
BPD);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Desa Karangbawang tentang Rencana Kerja Pemerintah
Desa Tahun 2022;

Mengingat - 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun

i 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

| Indonesia Nomor 5495);

; 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

St S R, SR N A 4 e T T T S e —————
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D.

10.

s 3 1

12,

13.

14.

15.

16.

17.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun ‘201+4 tentang DS:?E
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun le'k
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republ

Indonesia Nomor 5539);
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang

Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pﬂﬂdﬂpatal':lllll
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republi
Indonesia Tahun 2014 Nomor }68, Tambahan
Lembaran Negara Republik [ndonesia Nnrfmr 5558)
sebagaimana telah diubah beberapa Kkali teraglal'ig
dengan Peraturan Pemerintah NomorES Tahun s
(Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun

N 57);
o ah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Peraturan Pemerint : =
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraa
Negara Republik

Pemerintahan Daerah (Lembaran
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang

Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor §623];
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 ‘Ta_hun
2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

2091); |
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015

tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

2037);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016

tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun
2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang  Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312); :
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017
tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang
Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1444);,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga
Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019

' 'q
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tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019
tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1262);

21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana
Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1035);

22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020
tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);

24, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021

te:ntang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan,

Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang

-i"';.__"i/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha

Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia

ahun }__21 Namer 252);

an Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15

2015 tentang Suslmml Orgamsam dan Tata

ah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran

u _3f-' 1gga Tahun 2015 Nomor 15);

urbalingga Nﬂmﬂr 19 Tahun 2019

s Pe Musyawarah

i
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gelolaan Keuangan Desa (Berita 7
balingga Tahun 2019 Nomor 23 ) )
gga Nomor 62 Tahun 2021 e 5

tentang Pedoman Pen
Daerah Kabupaten Pur
31. Peraturan Bupati Purbalin

tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Ve

(Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 'I"-;:_';_”‘i

Nomor 62); Al

32 Peraturan Desa Karangbawang Nomor 3 Tahun 2019 “ts
tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa

Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Karangbawang LA

Tahun 2019 Nomor 3); L0,

33 Peraturan Desa Karangbawang Nomor 4 Tahun 20 19 <
tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul S

dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa

[ Karangbawang Tahun 2019 Nomor 4); vt
~ 34. Peraturan Desa Karangbawang Nomor 5 Tahun 20 19 T
tentang Pendapatan Asli Desa (Lembaran Desa ik
Karangbawang Tahun 2019 Nomor 5); ‘23

35. Peraturan Desa Karangbawang Nomor 6 Tahun 2020 &
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Ha
Anggaran 2021 (Lembaran Desa Karangbawang Tahun S

2020 Nomor 6); a%

~ Dengan Kesepakatan Bersama oo,

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGBAWANG o
dan -

KEPALA DESA KARANGBAWANG 5
 PERATURAN DESA TENTANG RENCANA  KERJA +
'PEMERINTAH DESA TAHUN 2022
g 3

dimaksud:

desa adat atau yang disebut :
n yang memiliki batas :
rkan  pr Laes ;

[
- e e i
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mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan {.,
masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ATy
keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta i
memanfaatkan sumber daya melalui penetapan N
kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang ety
sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan o
masyarakat Desa. LTS

6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki o
Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Rty
pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, AR,
pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan :_ -:3:}‘:-‘.'4
Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, oy
hak asal usul, dan adat istiadat Desa. A s

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan P g
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat I
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik )
Indonesia. -2 §%5

8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut L i
dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai 25
unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. ey

9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya e 2
disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain PR
adalah lembaga yang  melaksanakan  fungsi S
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari (2o *,
penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan g
ditetapkan secara demokratis. i
10. Muayawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain
adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan Tk
unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD oy
intuk menyepakaﬂ hal yang bersifat strategis. s
sawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang e
disebut Musrenbang Desa adalah %

rarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur =

t yang dmalenwakan oleh Pemerintah Desa {-ﬁ

stapkan prioritas, program, kegiatan, dan "Gt

Pemt '_ ngunan Desa yang didanai oleh g

ap: n belanja Desa, swadaya
284, rﬁmf&tau anggaran pendapatan dan

n pemﬂdang-undangan
Desa setelah dibahas dan

@ma adalah proses
: o _vﬂ : Peme.nntah
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Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait

lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan
masyarakat Desa.

16. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data
kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang
disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara
terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat
lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya
manusia untuk disajikan menjadi informasi vyang
berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi
pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan
strategis Pembangunan Desa.

17. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang
memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian
SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.

18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang
selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen
perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk

: jangka waktu 6 (enam) tahun.

19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya
disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari
RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa
yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu
1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa
kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui
mekanisme perencanaan pembangunan daerah.

21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari
kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban
anggara pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan

22, Po ;_ﬁ ns ._'; Aset Desa adalah segala potensi Desa yang

R, | "““’"'g'ﬁ ‘sumber daya alam dan lingkungan hidup,
7 ver daya manusia, sumber daya sosial dan budaya,

'&ﬁﬁg ekeimmz, dan sumber daya lainnya yang

la dmlah dimanfaatkan,
| ._kes:q;ahterama bersama
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mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan

masyarakat Desa. .f'-:-:*,;

27.lembaga Adat Desa adalah lembaga vyang g

menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi A

bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan R

berkembang atas prakarsa masyarakat Desa. e

28. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan

Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat ‘

Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga o

Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat. "

29. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan Vo

kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan

Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat

Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha o

milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, oy

peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan 3¢

kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs ke

Desa. &

| 30. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota .
= masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau ™
i yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, an
&/ mengembangkan, dan  menggerakkan  prakarsa, -
partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan 2

masyarakat Desa. o

31. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM 3

Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa
dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, K
- me ff"’j..ﬁfi.._.ffaatkaﬂ aset, mengembangkan investasi dan X
- produktivita s, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau £
3 dial '_ jenis usaha lainnya untuk b
‘besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 2

etiga adalah lembaga swadaya masyarakat, %

n tinggi, aﬂwmsam kemasyarakatan atau :

. dan belanja daerah
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pada RKP Desa Tahun sebelumnya.

3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.

3.3. Identifikasi masalah berdasarkan
RPJM Desa.

3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan
Analisa Keadaan Darurat antara lain:
bencana alam, krisis politik, krisis
ekonomi dan atau kerusahan sosial
yang berkepanjangan.

3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan
Prioritas Kebijakan Pembangunan

Daerah.
BAB . RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM
IV DANKEGIATAN PEMBANGUNAN DESA:

4.1. Prioritas  Program dan Kegiatan
Pembangunan Skala Desa Tahun

Anggaran 2022.
| 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal
it usul.
4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala
Desa.

4.4. PrioritasProgramdanKegiatan
| Pembangunan Daerah Tahun Anggaran
et 2023.
s S 4.5. Kebijakan Keuangan Desa.

T WY ST T% |
1 ARN 2 et
SAAVLL 1IN .
P - e
4 .'.1’.1
=

rita Acara Musyawarah Pembentukan
- Tim Penyusun RKP Desa, Notulen dan
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- Lo o= 0

: KARANGBAWANG

Ketua Tim Penyusun RKP-Desa

: REMBANG
: PURBALINGGA
: JAWA TENGAH
Kegiatan Lokasi Kegiatan | 555, Batuar s e
Vaolhiim LK PR A-RTM
R n Lurung RT 01 - RT 03 400|{m2 200 210 27
raan jalan hutan rakyat |RT. 02, - batas | 800|m2 200| 210 90
" ::_ : . s ™ kﬁﬁteng‘ah
A #e AT Ptmumman RT 01 70|m3 40 45 30
| ; |RT 01 dan RT 03 2|Unit 200 210 90
RTO1 1{Paket
RT 02 1|Paket
RT 02 1|Paket
RT 01 1|{Paket
Desa Karangbawang, tanggal ....,

SUWAR

.II‘I-,. " w oW
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DAFTAR GAGASAN DUSUN/ KELOMPOK : DUSUN 2 (KARANGBAWANG)

DESA : KARANGBAWANG
'AMATAN : REMBANG
JUPATEN : PURBALINGGA
'OVINSI : JAWA TENGAH
o K Prakiraa Penerima Manfaat
No agasan kegla Lokasi Kegiatan n Satuan T 2 59
e | Volhiime
1 [Rabat beton jalan lurung RT 01 - RT 02 400|m?2 200f 210 27
| 2 |Talud Pengaman lingkungan RT. 03 50|{m3 30 40 90
3 RT. 02 1|Paket 200 210 90
4 RT. 02 1| Paket 19 20 12
Sl Dusun 3 s/d 2000|m 40| 45 30
o o | Dusun 2
| - 6 |Pos kamling RT 01 dan RT 2{Unit 200 210 90
5l R L |02 | |

g []
ALl S Ll snney sssny o=s

B ek
SETLM A
: = S = 1'1

K P y :'-' 1 "‘I '.I-I-q_.
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DESA

'AMATAN
3UPATEN : PURBALINGGA
OVINSI : JAWA TENGAH

Penerima Manfaat

wy sesey sesw
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DAFTAR GAGASAN DUSUN/ KELOMPOK : DUSUN 4(SAPUNAGARA)
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Menimbang

Mengingat

KEPUTII:LSAN KEPALA DESA KARANGBAWANG
OMOR:.04.../KPTS /IX /2021

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA

a.

PEMERINTAHDESA TAHUN 2022

KEPALA DESA KARANGBAWANG,

bahwa Pemerintah Desa berkewajiban menyusun
Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-des) ;

bahwa penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa
(RKP-des) dilakukan oleh Tim Penyusun yang dibentuk

melalui Forum Rapat Pembentukan Tim Penyusun RKP
-Desa;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf
a dan huruf b; dipandang perlu menetapkan Surat

Keputusan tentang Tim Penyusun Rencana Kerja
PemerintahDesa (RKP-des).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 1956
tentang Pemebentukan Daerah Otonom Kabupaten-
Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera
Selatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 55, Tambahan Lembar Negara Republik
Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang
(Lembar Negara  Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 73, Tambahan Lembar Negara Republik
Indonesia Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentar?g
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
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(L[IJHdangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

flﬂmnr .?’ Tambahan Lembaran Negara Republik
ndonesia Nomor 54995);

Undar}g—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana S
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- S
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembar Negara ’
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 3.
Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679); ’

| 6. Undaﬂg—Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
| Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
| Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
| Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539
sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan

; Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

| 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23);

O Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita
é Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
; Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 |
| tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme ;
| pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita
| Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

;
I
:
|
%
I
|

Menetapkan
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KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Me :
H;?ﬂ;apkar.} Susunan Tim Penyusun Rencana
Jja Emerlntah[}esa (RKP-des) Tahun 202 lsebagai berikut -
Pembina TOYO
fgﬁ'tua | . SUWAR Sekertaris Desa
ekertaris : TUSLAM Perangkat Desa
MISRAD LPM
HARTONO KPMD

TRIMO ARIS SAPUTRO Perangkat Desa
WAHYU ASMARAJATI Perangkat Desa

SRI RAHAYU Unsur Perempuan
SISI SUSANTI Unsur Perempuan
WINDIASARI Unsur Kesehatan

Tugas dan Tanggungjawab Tim Penyusun RKP-des adalah
menyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-
des) tahun 2021 - 2022 berdasarkan data-data hasil

Pﬂngkgjian Keadaan Desa (PKD) dan Perumusan Visi Desa
yang dilakukan secara partisipatif.

Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun RKP-des

mengacu pada Permendagri No 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa.

’I‘!’m Penyusun RKP-Des dalam melaksanakan tugasnya
dibimbing dan dibantu aparat pemerintah (kecamatan dan
atau kabupaten), serta pihak lain yang berkompeten.

Masa tugas Tim Penyusun RKP-Des terhitung sejak di
tetapkannya Surat Keputusan Kepala Desa ini; sampai

dengan di tetapkannya Peraturan Desa (Perdes) tentang RKP
- Desa tahun 2021 oleh Kepala Desa .

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
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BERITA A
PENYU CARA
MELALUI MUsyaw SUNAN RANCANGAN RKP DESA
ARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Berkaitan dengan Pénetapan Rkp De di
sSa 1

Rembang Kabupaten Purbajjngga Provinsi
Harl dan Tangga] .

Desa Karangbawang Kecamatan
Jawa Tengah pada :

Kamis 2 September 2021

Pukul 08.30.00 wib s/d selesai

Gedung Sarana Olah Raga Desa Karangbawang

4 h diad
E e i SERra Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang
dihadiri oleh kepalg

Jam

Tempat

Desa, unsur perangkat Desa, BPD, kelompok masyarakat,
dan lain-lain sebagaimang daftar hadir terlampir.

Mater1 yang dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa ini

serta yang bertindak selaky unsur pimpinan musyawarah dan narasumber
adalah:

A. Materi

1. Pembahasan dan Penyepakatan rancangan RKP Desa Tahun 2022 yang
memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat

Desa dan Penagnggulangan bencana.
2. Daftar DU RKP Desa tahun 2022.

B. Unsur Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah : TOYO dari Kepala Desa
Notulen : SUWAR dari Sekretaris Desa
Narasumber - 1. AZIS AMINUDIN S.Pd dari Ketua BPD
- 2. MARSUD,S.Pd gare o ham Pembina
Kecamatan
: 2. IMAM SUPRIYADI dari PD atau PLD
. 4.

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh, peserta
Perencanaan Pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang

Musyawarah
 berketetapan menjadi
nmbangunan Desa dalam ran

B —,.. aftar progr

kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan

gka penyusunan rancangan RKP Desa, yaitu :

an yang disepakati untuk
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bahwa berdasarkanPasal 83 ayat 4Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan  Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
bahwaRancangan peraturan Desa ditetapkan
oleh kepala Desa setelah dibahas dan

disepakati bersama Badan Permusyawaratan
Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang
perlu  menetapkan  keputusan = Badan
Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan

Atas Rancangan Peraturan Desa tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)
Tahun 2022;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

Mengingat : L.

Undang-UndangNomor 25 ‘Tahun 2004
tentangSistem Pembangunan Nasmngl
(Lembaran Negara NegaraRepublik Indonesia
n 2004 Nomor 104, TambahanLembaran
ik Indonesia Nomor 4221});

UndangNomor 14 Tal?un 2008
rbukaanlnformasiPubhk
tentaﬂgKewNeg&ra Republik Indonesia Tahun

%géb;f;or 61, TambahanLembaran Negara

Republi}dndunesia Nomor 4846),
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Ung
ang-Ung
dn
htangpemp SYOMOT 50 Tahun 2008
di u anKabupatenPurbalingga

Undan 3

tentang UndangNUmDr 12 Tahun 2011

un 2

Ind{iiﬂgﬁn (Lembaran Negara  Repubilik

TambESla Tahun 2011 7 Nomor 28,
ah:a nlembaran Negara Republik

ti?lilmlghUndmgNﬂmﬂr O Tahun = 2014
Ind angpesa (Lembaran Negara Republik

onesia  Tahun 2014 Nomor 7,
TambahanLembaran Negara Republik

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor
244,TambahanLembaran Negara Republik
Ir}donesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah dengan  Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2014Nomor
246,TambahanLembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5589);

PeraturanPemerintahNomor 68 Tahun 1999
tentang Tata Cara PelaksanaanPeran Serta
MasyarakatDalamPenyelenggaraan Negara
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129,
TambahanLembaran Negara Nomor 3866);

PeraturanPemerintahNomor 58 Tahun 2005
tentangPengelolaanKeuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4578);

PeraturanPemerintahNomor 43 Tahun 2014
tentangPeraturanPelaksanaanUndang-

UndangNomor 6 Tahun .2014 tenngesa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, TambahanLembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539);
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Persety
Juan  Atas Rancangan Peraturan Desa
&rﬁnabawangten tang Rencana Kerna Pemerintah
Sa ( RKP Desa ) Tahun 2022.

Keputusan ini
isteni ini mulai berlaku sejak tanggal

Ditetapkan di Karangbawang
Pada tanggal 2 September 2021
BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA KARANGBAWANG
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. Kepala Desa Karangbawang dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Pemerintah
Desa Karangbawang selanjutnya disebut PIHAK
PERTAMA

. Ketua BPD Desa Karangbawang dalam hal ini
bertindak wuntuk dan atas nama Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) Desa
3 Karangbawang selanjutnya disebut PIHAK
"o KEDUA

&a bahwa :

'=..i'-. m KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa
- 2 A e

| -Kamngbawang tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2021

-

beserta lampirannya yang telah diajukan PIHAK PERTAMA, sebagaimana tertuang
pada catatan (notulensi) yang terlampir dalam Nota Kesepakatan ini. Untuk

ditetapkan melalui Peraturan Desa.

PERTAMA menerima hasil pembahasan dan persetujuan rancangan

Peraturan Desa Karangbawang tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)

‘Tah 2021 beserta Lampirannya yang telah disepakati bersama dengan PIHAK |
umn
gaimana tertuang pada catatan (notulensi) yang terlampir dalam Nota
Untuk selanjutnya menetapkan Peraturan Desa Karangbawang
ini.

rintah Desa (RKP Desa) Tahun 2021.

.*' 1 - Ee]aﬂ_] utnya

i "KED'UA seba
Kesepakatan
~ tentang Rencana Kerja Peme
| an dltandatangam oleh kedua belah pihak dalam

P
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PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

DESA KARANGBAWANG
x| KECAMATAN REMBANG
T‘}\‘;\:% / Alamat : JI Raya Sapunagara,karangbawang,Rembang Purbalingga 53356
Web Desa: sidesakarangbawang.purbalinggakab.go.id
Karangbawang, 01 September 2021
Nomor 005/ KepadaYth,
Hal - Undangan ¢ DL —

Di -
Tempat.

Dengan hormat,

Dengan ini kami Pemerintah Desa Karangbawang mengharapkan kehadiran

saudara pada :

Hari / tanggal - Kamis, 02 September 2021

Waktu - 09:00 s/d Selesai

Tempat - Gedung Serba Guna Desa Karangbawang

Acara - Menghadini Pembahasan RKPDes Tahun 2022 Desa
Karangbawang

Keterangan : Mohon Hadir Tepat Waktu

Demikian atas perhatian dan kehadirannya kami sampaikan terimakasih.

Kepala Desa Karangbawang

TOYD



RRDAFTAR HADIR
Hari Kawis
oU
Tanggal o> Sepieobe 2
PuUkl 0200
Tempat coe oA YKesan) \w«\mm&)
Acara v embanasan TERDE +ahun 2-02%
NO NAMA JABATAN Tanda Tangan
)
I | TOYO Kepala Desa
2 | SUWAR, AMd Sekretaris Desa
l
3 | WAHYU ASMARAJATI Kasi Pemerintahan %/‘f
_— |
Kepala Urusan TU Dan
4 | WOTO YUNANTO
Umum
5 | SUTRISNO, S.Pd.] Kepala Urusan Keuangan \// %
6 | TRIMO ARIS SAPUTRO Kepala Urusan Perencanaan (%/
7 | TUSLAM Kepala Seksi Kesejahteraan Cﬁ)/ 7
8 | MAHRUP Kepala Seksi Pelayanan f
|
9 | M. RIDWAN Kepala Dusun | i
| > |
/s !
10 | NASIRUDIN Kepala Dusun 2 '
- — S |
1T | AGUNG WIDYANTORO Kepala Dusun 3

AGUS §5,5.Pdl

|
l
|

Kepala Dusun 4

13 | MUSLIMIN Kepala Dusun 5

14| SISWOHARMONOISMONO | Takah Masvarakat M :
= 2 G ]
15 | ISMONO Tokoh Keschatan ﬁg&"/ ]
—— s, S, e L. g {
R ~

| 16 | SOHIRON Tokoh Pendidikan /
E____. — — —_— #’-’j‘—l-‘.—-.“‘_ {

lokoh Agama /m
L -

E 17 | AMIN SAFANGA'T
L

ran o N e —

LAr Rl L <




| 1 ( i
1 18 | RUNTIAN PKK - }
- 4 M L -
| 19| HADIROH kader Posyandu d‘ul/
— ' -
. Perwakilan Kolomipok
| 20 | PRAYIINO In ‘:m:“ » L
| i Masyarakat Miskin _|
‘ 21 || SRI RAHAYU Kader Pembangunan Manusia ] M
22 | RULIYAT] | Ketua Rw 1 ﬁ"é
|
| 23 | ROKHMADI | Ketua R1 T Rw 1 3 .
| 24 IRWAN SUTIONO Ketua RT 2 Rw 1 %,{
l ' i
Lzs KISNOTO Ketua RT 3 Rw | W
| 26 | SUGENG P Kerua Rw 2 W
27 | SAMIARIJI Ketua RT 1 Rw 2 %
28 | MACHIDIN Ketua R1 2 Rw 2 a{_w{-
| -
‘ 29 1 SUTARJIO SANTO Ketua Rw 3 ﬁé
| ! S |
ll 30 | SUTOYO Ketua RT 1 Rw 3 d_/fl/-
= = = 2 - - - R = = = i
31 | MARTO DIARTO Ketua RT 2 Rw 3 g}’l/‘" i
|
| 32 | SENON il(etua RT 3 Rw 3 C}W
—
" 33 | SUHUD NUR S Ketua Rw 4 fV
| > |
‘ 34 | YUDIANTO MUSLIM Ketua RT 1 Rw 4 W -
1
r 35 | MUJIAR 1O SUHEM Ketua RE 2 Rwd q/&f. |
] 36 'ls: TIONO KARSIN |Kemu Rw 5 % .
/ |
\ 1_1 l\ummunsq AMET [Kem RT 1 Rw S M 5
= |
| |
:I 38 | MUHAMAD SUYONO | Ketua R1 2 Rw 5 A}
|
!__'Jf__' I : ; B
| 39 | WARDIM SURAHMAN | Ketua RT3 Rw'S ,ﬁ‘
| i
I : s e — ——dm =
) | Organisasi Kclompok ]
1 40 ’LVIRIAM | W
| {

|

fFerempuan




41 [JATNO | Penggiat Desa’Pe |

; | Kelompok Pemuda/Pelajar/ f
| # |

I

4 AT i

| Mahasiswa

|
y
|

43 | WAHYUDI | LKMD
[ 1 Y .

KIEPALA DIESA
RARAV(IBAWANG
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KESEPAKATAN BEBER”‘A ACARA
KARANGB;?MSAMA KEPALA DESA DAN BpD
KABUpa ANG KECAMATAN REMBANG
TEN PURBALINGGA

G RENCANA KER
JA PEMERINTAH DE
RKP DESA TAHUN 2099 e

M&...‘ bulan S@P.'L‘ tahun dua ribu dua
Kepala Desa Karangbawang dalam hal
Inibertindak untuk dan atas nama Pemerintah

Desa Karangbawang selanjutnya disebut
Sebagai PTHAK KESATU

Ketua BPD Desa Karangbawang

Wakil Ketua BPD Desa Karangbawang

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa
Karangbawang selanjutnya disebut PIHAK

KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan
Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 yang diajukan
PIHAK KESATU.

2. PIHAK KESATU dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan
Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PIHAK KESATU akan segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa

tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 menjadi Peraturan

Desa apabila semua proses telah selesal.

PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Rembang untuk
mendapatkan evaluasi selambat — lam’tfatnya 3 (tiga) hari kerja setelah
tanggal ditanda-tanganinya Berita Acara ini.

ditanda tangani oleh kedua belah pihak

Demikian Berita Acara ini dibuat dan |
sebagaimana mestnya.

untuk dipergunakan

' Wakil Ketua BPD,

B (. S.Pd
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Berpat 3o gq Ty lwéﬂw ....... 2021
Kehadiran sk farcaf ﬁ)p@ D
:Laki_]akl = ‘:?; e CSa kwﬂ’l(‘»’ ts
Susunan A E Cfempuan = - orang 7
Cara : | cenbulhay - 1R orang
g. gambutan Ketua BPD
4, Mimbumn Kepala Desa .[Car b
. S}rawarah pe ................
ahun 2 022, nyepakatan Rancangait Perdes RKP Desa
€nutup

........
.......
----------------------
.......

Uraian Jalannya Rapat:

1. Pembukaan.
2. Sambutan Ketyg BPD ( Azis Aminudin)

- Pembangunarz di I?Jesa harus kita tingkatkan semaksimal mungkin,
- Transparansi Kegiatan kepada BPD dan masyarakat;

- Libatkan masyrakat dalam hal pembangunan di Desa;
- dan seterusnya. ;

3. Sambutan Kepala Desa (Toyo)

- Selalu jaga kekompakan kita selaku Pemerintahan Desa Karangbawang

- Setiap permasalahan sekecil apapun mari kita pecahkan bersama

- Setiap kegiatan yang ada di dokumen RKP Desa harus terserap semua
kegiatannya.

- Apabila ada tambahan atau perubahan kegiatan mohon dikoordinasikan
kepada kami pemerintah Desa

- dan seterusnya.

4. Musyawarah Penyepakatan RKP Desa | -
- Pemaparan Rancangan Peraturan Desa tentang Recana Kerja Pemerintah

RKP Desa) Tahun 2022.
" g::;e;akamn I{’ancangan Peraturan RKP Desa Menjadi Peraturan Desa

tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2022.

5. Penutup/Do’a

Hasil Rapat - Rancangan Peraturan Desa Tentang RKP Desa Tahun 2022

menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2022.

Kesimpulan dan Kesepakatan Rapat:

Akan melibatkan partisipast masyarakat dalam perencanaan pembangunan
= an

: nya kesejahteraan bersama;
Igesa dce;;::zircgggggfa 5 ya?{g tertuang dalam RKP Desa tahun 2022 akan
- Transp

/ . kontrol bersama; dan .
dﬂak;'kjslisjcfz?s;inan Kerja sama antara Pemerintah Desa dan BPD
- Koorain

- Sepakat dengan RKP Desa Tahun 2022.

Karangbawang, ..% - &L 2021
Sekretaris Rapat,

pimpinan Rapat, ; 7@

(PR
iz ls AMINUDIN, 1 DYIWLnls”
e ——E T T L e —
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DOKUMENTASI FOTO

RKPDes TAHUN 2022
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